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RINGKASAN 

 

Proses pembebanan hak tanggungan dilakukan melalui dua tahap kegiatan. 

Pertama, yaitu tahap pemberian hak tanggungan yang dilakukan dihadapan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan kedua, tahap pendaftaran hak tanggungan yang 

dilakukan di Kantor Pertanahan. Pada prinsipnya pembebanan hak tanggungan harus 

dilakukan sendiri oleh pemberi hak tanggungan, namun dalam hal pemberi Hak 

tanggungan tidak dapat hadir dihadapan PPAT pada saat pembuatan Akta Pemberian 

Hak Tamggungan (APHT), maka pemberi Hak Tanggungan untuk tujuan pembuatan 

APHT diperkenankan untuk membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan 

(SKMHT) yang akan diberikan kepada seseorang untuk mewakili kepentingannya 

menghadap PPAT. 

Keberadaan SKMHT di satu sisi memberikan manfaat bagi kreditor. Hal 

tersebut berkaitan dengan kemudahan yang diperoleh oleh debitor jika terdapat 

kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan pemberian Hak Tanggungan tidak bisa 

dilakukan secara langsung misalnya obyek belum dibalik nama atas nama debitur 

atau masih diperlukannya tahapan-tahapan lain dalam pemberian hak tanggungan 

sehingga keberadaan SKMHT menjadi alat untuk memperbaiki kedudukan bank 

selaku kreditor dalam pemberian fasilitas kredit. Di sisi lain, keberadaan SKMHT 

juga menimbulkan kontroversi karena jika berpijak pada aspek historis maka 

seharusnya yang berwenang untuk membuat SKMHT adalah Notaris, namun 

ketentuan dalam UUHT menyatakan bahwa SKMHT dibuat dengan akta notaris atau 

akta PPAT.  

Secara historis cikal bakal lahirnya SKMHT adalah mengacu pada keberadaan 

Surat Kuasa Memasang Hipotik. Surat Kuasa Memasang Hipotik diatur dalam Pasal 

1171 ayat (2) KUHPerdata: “…pemberian kuasa untuk memberikan hipotek harus 

dibuat dengan akta otentik”. Ketentuan yang terdapat pada Pasal 15 UUHT yang 

menyatakan bahwa SKMHT wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT 

memang tidak menghilangkan kewenangan Notaris untuk membuat SKMHT, namun 

pemberian kewenangan tersebut kepada PPAT menjadi hal yang menimbulkan 

konflik norma karena esensi dari kuasa adalah perbuatan hukum untuk memberikan 

kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya untuk atas namanya 

menyelenggarakan suatu urusan, sehingga seharusnya kewenangan pembuatan akta 

otentik berkaitan dengan kuasa tersebut ada pada Notaris saja. 

Kewenangan Notaris membuat SKMHT sejalan dengan kewenangan yang 

diberikan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

Tentang Jabatan (selanjutnya ditulis UUJN), yang menentukan bahwa Notaris 

berwenang membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan. 

Keberadaan SKMHT menjadi sarana penunjang berjalannya perekonomian di 

Indonesia karena berkaitan dengan berjalannya aktivitas perbankan. Namun 
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demikian, adannya dualisme kewenangan kewenangan pembuatan SKMHT 

bertentangan dengan filosofi perekonomian nasional yang menentukan bahwa 

perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar efisiensi berkeadilan. Adanya 

dualisme kewenangan pembuatan SKMHT tersebut mengakibatkan terjadinya 

kondisi yang tidak efisien. Selain itu, dualisme kewenangan pembuatan SKMHT juga 

bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 yang telah menentukan 

bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 

hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 

Dualisme pembuatan SKMHT yang terjadi juga melahirkan konflik secara 

Teoritis, yaitu tidak tercapainya suatu kepastian hukum. Kepastian hukum 

menghendaki adanya aturan yang tegas, jelas dan konsisten. Diberikannya 

kewenangan pembuatan SKMHT kepada PPAT melahirkan ketidakpastian hukum 

karena jika berpijak pada konsistensi, maka semestinya regulasi yang ada 

menyesuaikan dengan sisi historis yang telah ada, yaitu bahwa SMKHT merupakan 

pengganti dari Surat Kuasa Memasang Hipotik yang menjadi kewenangan dari 

Notaris. 

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan tersebut diatas diambil 2 (dua) 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1) Hakikat SKMHT dalam perspektif hukum jaminan. 

2) Konsep rekonstruksi kewenangan pembuatan SKMHT yang memberikan 

perlindungan hukum. 

PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya memiliki batasan daerah kerja 

yaitu dalam 1 (satu) kabupaten atau kota di tempat kedudukannya. Pembatasan 

daerah kerja tersebut berkaitan erat dengan kewajiban PPAT untuk memproses lebih 

lanjut semua transaksi dan pembebanan yang dibuat dihadapannya kepada Kantor 

Pertanahan yang kewenangannya meliputi letak tanah yang bersangkutan. Demi 

untuk kelancaran proses administrasi tata usaha pertanahan dan efisiensi kerja, maka 

pelaksanaan peralihan dan pembebanan tanah ditugaskan kepada PPAT yang 

wilayahnya dekat dengan Kantor Pertanahan yang berwenang, padahal berdasarkan 

atas apa yang telah diuraikan sebelumnya pada umumnya yang lebih berkepentingan 

untuk membuat SMHT adalah debitor yang tempat tinggalnya jauh dari tempat atau 

letak objek yang akan dijaminkan. Sedangkan untuk debitor yang tinggal dekat 

dengan letak tanah tentunya kemungkinan berhalangan menghadap sendiri kepada 

PPAT lebih kecil apabila dibanding dengan mereka yang tinggalnya jauh dari letak 

objek.  

UUHT diundangkan pada tahun 1996 yang mana pada saat itu persebaran 

Notaris masih belum banyak dan merata sebagaimana saat ini, sehingga adanya 

pemberian kewenangan kepada PPAT untuk membuat SKMHT bertujuan untuk 

memudahkan aktivitas perbankan di daerah-daerah pelosok yang pada saat itu belum 

terdapat Notaris. Pemberian kewenangan pembuatan SKMHT kepada PPAT juga 

dilatarbelakangi dengan keberadaan PPATS yang juga menjalankan jabatan sebagai 

PPAT yang mana PPATS ini dapat dijabat oleh Camat atau Kepala Desa. Kondisi 

tersebut tentunya akan memudahkan aktivitas perbankan dalam memberikan 
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kemudahan dalam pencairan kredit. Pada saat akan mengikat jaminan yang lahir dari 

adanya perjanjian kredit tersebut maka tidak akan kesulitan lagi mencari Notaris 

untuk membuat SKMHT, terlebih apabila dalam wilayah tersebut masih belum 

terdapat Notaris. Pembuatan SKMHT dan APHT dalam kondisi tersebut dapat 

dilakukan dihadapan PPATS yang secara ex-officio dijabat oleh Camat atau Kepala 

Desa setempat. 

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam 

pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk 

mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas 

kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai 

dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting. Pasal 8 UU Perbankan 

mengatur bahwa apabila unsur-unsur lain telah dapat meyakinkan pihak bank atas 

kemampuan debitur maka jaminan cukup hanya berupa jaminan pokok saja dan bank 

tidak wajib meminta jaminan tambahan. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa UU Perbankan tidak menjadikan jaminan sebagai syarat mutlak 

dan berdasarkan Pasal 8 UU Perbankan tersebut memungkinkan untuk memberikan 

kredit tanpa jaminan. Jaminan hanya merupakan salah satu syarat tambahan yang 

harus dipenuhi.  

Untuk menjamin kreditur terhadap pelunasan kredit debitur diperlukan adanya 

suatu benda jaminan. Benda jaminan utang dapat berupa barang sebagai jaminan 

kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan 

perorangan. Jaminan kebendaan berupa memberikan hak kebendaan kepada 

pemegang jaminan (kreditur) dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak 

berupa hak atas tanah. Jaminan berupa hak atas tanah untuk pelunasan suatu kredit 

(utang) tersebut dilaksanakan melalui lembaga Hak Tanggungan. Pada asasnya 

pembebanan Hak Tanggungan wajib dilakukan sendiri olehpemberi Hak Tanggungan 

wajib dilakukan sendiri oleh pemberi Hak Tanggungan, hanya apabila benar-benar 

diperlukan dimana pemberi Hak Tanggungan tidak dapat hadir sendiri dihadapan 

PPAT, maka diperkenankan menggunakan SKMHT yang wajib dibuat dengan akta 

otentik, dihadapan Notaris atau PPAT. 

Penunjukkan PPAT sebagai pejabat yang berwenang membuat SKMHT 

disamping Notaris adalah berdasarkan alasan bahwa PPAT adalah pejabat umum 

yang berwenang membuat akta pemindahan hak atas tanah dan akta lain dalam 

rangka pembebanan hak atas tanah, yang bentuk aktanya ditetapkan sebagai bukti 

dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai tanah yang terletak di wilayah 

kerjanya. Akta-akta yang dibuat oleh PPAT memenuhi syarat sebagai akta otentik 

perlu diingat bahwa keberadaan PPAT menjangkau wilayah kecamatan sehingga 

dapat melayani pihak-pihak yang memerlukannya. Dengan demikian, jika Notaris 

berwenang membuat SKMHT untuk tanah-tanah di seluruh wilayah Indonesia, maka 

PPAT hanya boleh membuat SKMHT untuk tanah-tanah yang berada di dalam 

wilayah jabatannya terutam ditempat-tempat dimana tidak ada Notaris yang bertugas. 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas disimpulkan bahwa hakikat 

SKMHT dalam Hukum Jaminan adalah untuk memberikan kemudahan dalam 
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pembuatan APHT jika terjadi kondisi pemberi Hak Tanggungan tidak dapat hadir 

dihadapan PPAT karena alasan tertentu atau karena alasan efisiensi. SKMHT menjadi 

dasar untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditor dan menjadi sarana awal 

untuk meningkatkan kedudukan kreditor dari semula sebagai kreditor konkuren 

menjadi kreditor preferen setelah SKMHT tersebut diteruskan dengan pembuatan 

APHT.  

Konsep rekonstruksi pengaturan pembuatan SKMHT yang memberikan 

perlindungan hukum adalah dengan menjadikan Notaris sebagai satu-satunya pejabat 

yang berwenang membuat SKMHT. Secara karakteristik kewenangan PPAT adalah 

pada pembuatan akta van transport yang dijadikan dasar pendaftaran hak, sedangkan 

kewenangan Notaris lebih luas meliputi seluruh perbuatan hukum selama tidak 

dikecualikan pada Pejabat Umum lainnya. SKMHT digunakan sebagai pengganti dari 

Surat Kuasa Membebankan Hipotik yang kewenangan pembuatannya hanya pada 

Notaris saja. SKMHT memiliki karakter sebagai perjanjian kuasa dan merupakan 

perjanjian formil sehingga seharusnya kewenangan pembuatan hanya ada pada 

Notaris saja dan kewenangan pembuatan SKMHT pada PPAT harus dihapuskan. 

SKMHT agar dapat dikualifikasikan sebagai akta otentik wajib mengikuti ketentuan 

yang diatur dalam UUJN sebagai peraturan yang bersifat Lex Superiori. 

Selanjutnya berdasarkan kesimpulan tersebut dikemukakan saran bahwa 

SKMHT belum melahirkan adanya hak preferen bagi kreditor sehingga setelah 

pembuatan SKMHT harus segera dilanjutkan dengan pembuatan APHT agar posisi 

kreditor menjadi kreditor preferen dan perlu menghapus kewenangan pembuatan 

SKMHT pada PPAT dengan melakukan perubahan terhadap Pasal 15 ayat (1)  UUHT 

menjadi sebagai berikut:  

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris 

dan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada 

membebankan Hak Tanggungan; 

b. tidak memuat kuasa substitusi; 

c. mencantumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, jumlah utang dan nama 

serta identitas kreditornya, nama dan identitas debitor apabila debitor bukan 

pemberi Hak Tanggungan. 

d. dibuat dalam bentuk yang mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang yang 

mengatur tentang Jabatan Notaris. 
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ABSTRACT 

 

Article 15 of the Mortgage Law has determined that SKMHT must be made 

with a notarial deed or PPAT deed. Historically, the forerunner of the birth of 

SKMHT refers to the existence of a Power of Attorney to Install Mortgages. The 

existence of SKMHT on the one hand provides benefits for creditors, but the dualism 

of the authority to make SKMHT results in inefficient conditions.  

This study will analyze the nature of SKMHT in the perspective of guarantee 

law and the concept of reconstructing the authority to make SKMHT which provides 

legal protection.  

This research is a normative legal research using a statutory approach, a 

conceptual approach, a historical approach and a philosophical approach.  

The results of the study concluded that SKMHT became the basis for providing 

legal protection for creditors and became the initial means to improve the position of 

creditors from being concurrent creditors to preferred creditors after the SKMHT 

was continued with the making of APHT. The concept of reconstructing the 

arrangement for making SKMHT that provides legal protection is to make a Notary 

as the only official authorized to make SKMHT. 

Keywords: Power of Attorney for Imposing Mortgage, Land Deed Official, Notary, 

Reconstruction 
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ABSTRAK 

 

Pasal 15 Undang-Undang Hak Tanggungan telah menentukan bahwa SKMHT 

wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT. Secara historis cikal bakal lahirnya 

SKMHT adalah mengacu pada keberadaan Surat Kuasa Memasang Hipotik. 

Keberadaan SKMHT di satu sisi memberikan manfaat bagi kreditor namun dengan 

adannya dualisme kewenangan kewenangan pembuatan SKMHT mengakibatkan 

terjadinya kondisi yang tidak efisien.  

Penelitian ini akan menganalisis tentang hakikat SKMHT dalam perspektif 

hukum jaminan dan konsep rekonstruksi kewenangan pembuatan SKMHT yang 

memberikan perlindungan hukum. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan 

pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah dan 

pendekatan filosofis.  

Hasil penelitan menyimpulkan bahwa SKMHT menjadi dasar untuk 

memberikan perlindungan hukum bagi kreditor dan menjadi sarana awal untuk 

meningkatkan kedudukan kreditor dari semula sebagai kreditor konkuren menjadi 

kreditor preferen setelah SKMHT tersebut diteruskan dengan pembuatan APHT. 

Konsep rekonstruksi pengaturan pembuatan SKMHT yang memberikan perlindungan 

hukum adalah dengan menjadikan Notaris sebagai satu-satunya pejabat yang 

berwenang membuat SKMHT.  

Kata Kunci: SKMHT, PPAT, Notaris, Rekonstruksi 
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